SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 770/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA BUMIREJO KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN

BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
PeraturaN Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan
Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang
Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara  Kelurahan/Desa*) Bumirejo  Kecamatan

Kesamben Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan



Mengingat

1.

-2-

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,
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dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*)
BUMIREJO KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) Bumirejo Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga

ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan



-5-

Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang - undangan;

KETIGA . Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) BUMIREJO,

ttd

(SUYASMANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
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SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:770/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA¥)
BUMIREJO KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA*) BUMIREJO DI KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUNARNO L Dsn Sukorejo RT. 03 RW.01
2. | MUK’AJI L | Dsn Sukorejo RT. 02 RW.01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | DARMAJI L | Dsn Sukorejo RT. 01 RW.02
2. | SUDARSONO L | Dsn Sukorejo RT. 02 RW.02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ZAENAL ABIDIN 1 | Dsn Bangunrejo RT. 01 RW.01
2. | WAHONO L | Dsn Bangunrejo RT. 02 RW.02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT

1. | TASEMAN L | Dsn Bumirejo RT. 02 RW.01




L.

Dsn Bumirejo RT. 03 RW.01

2. | JEMINGAN L
E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | AFIRDIN 1 | Dsn Bumirejo RT. 01 RW.02
2. | MESERI 1 | Dsn Bumirejo RT. 02 RW.02
F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | GIMAN L | Dsn Bumirejo RT. 03 RW.02
2. | SUTARJI . | Dsn Bumirejo RT. 03 RW.03
G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | GIRAN SAHRIF L | Dsn Sumberbendo RT. 01 RW.01
2. | KATIRAN [ | Dsn Sumberbendo RT. 04 RW.01
H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | GUNAWAN L | Dsn Sumberbendo RT. 01 RW.02
2. | MARSAM L | Dsn Sumberbendo RT. 03 RW.02
Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | INDRO CAHYONO L | Dsn Sumberbendo RT. 03 RW.03
2. | MUSIYAR L | Dsn Sumberbendo RT. 02 RW.03




J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | KATIONO L | Dsn Sumberbendo RT. 03 RW.03
2. | SUYADI L, | Dsn Sumberbendo RT. 01 RW.04

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* BUMIREJO,

ttd

(SUYASMANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

18 b Bagian Hukum,




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 774 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA PAGERWOJO KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN

BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) Pagerwojo

Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk
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s

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
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Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019



Menetapkan

KESATU

KEDUA

w

(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*)
PAGERWOJO KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) Pagerwojo Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
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ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PAGERWOJO,

ttd

(SURATNO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 774/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
PAGERWOJO KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA*) PAGERWOJO DI KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | JEMANI WASKITO L | RT O3 RW 01 PAGERWOJO
2. | SUWARNO L | RT 04 RW 01 PAGERWOJO
B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | JEMANI . |RT O6 RW 02 PAGERWOJO
2. | SUGIANTO . |RT OS5 RW 02 PAGERWOJO
C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | NANANG L | RT 09 RW 03 PAGERWOJO
2. | JUNAEDI [, | RT 12 RW 03 PAGERWOJO
D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MISIJAN 1 | RT 18 RW 04 PAGERWOJO

2. | GATOT L |RT 18 RW 04 PAGERWOJO
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. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | JUREMI 1, | RT 64 RW 16 PAGERWOJO
2. | WINARTO . | RT 64 RW 16 PAGERWOJO
. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | GUNAWAN L | RT 28 RW 07 PAGERWOJO
2. | YANI [, | RT 30 RW 08 PAGERWOJO
. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | BONIRIN L | RT 31 RW 08 PAGERWOJO
2. | TASRIP L | RT 32 RW 08 PAGERWOJO
. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PONIDI L | RT 37 RW 09 PAGERWOJO
2. | TUMIRAN L {RT 46 RW 11 PAGERWOJO
. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PANDRI 1, | RT 39 RW 10 PAGERWOJO
2. | DIMYATI . | RT 43 RW 11 PAGERWOJO
. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PAMUJI L | RT 51 RW 13 PAGERWOJO
2. | SUNARNO L | RT 52 RW 13 PAGERWOJO
. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | WITO L RT 53 RW 13 PAGERWOJO
2. | KARTIMIN L | RT 54 RW 13 PAGERWOJO
. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)
No. NAMA L/P ALAMAT




1. | PUJI UTOMO L | RT 60 RW 15 PAGERWOJO
2 | PUJIANTO L | RT61 RW 15 PAGERWOJO
M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | AGUS L RT 69 RT 17 PAGERWOJO
2. | SUMARDI L |RT 70 RT 17 PAGERWOJO
N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUGIONO L | RT 76 RW 19 PAGERWOJO
2. | CHOIRUL L | RT 77 RW 19 PAGERWOJO
Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PAGERWOJO,
ttd
(SURATNO)
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
LA Stk Bagian Hukum,




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :

KABUPATEN BLITAR

777/PP.04.2-Kpt/3505 /KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA SIRAMAN KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan
Keputusan Panitia Pemungutan Suara,;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang
Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara Kelurahan/Desa*) Siraman Kecamatan

Kesamben Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
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Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,
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dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIRAMAN
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun



-§-

2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020,

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIRAMAN

ttd

(BAYU AJI NUROHMAN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR




PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIRAMAN

KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

=B

LAMPIRAN

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR:777 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/ 2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BLITAR KOTA TAHUN 2020

DI KECAMATAN KESAMBEN

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUKARNO L SIRAMAN RT 02 RW 06
2. | TEGUH L SIRAMAN RT 03 RW 06

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SARIFUDIN I | SIRAMAN RT 01 RW 07
2. | NURYANTO L, | SIRAMAN RT 02 RW 07

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3}

No.

NAMA L/P

ALAMAT

SLAMET WIDODO L

SIRAMAN RT 04 RW 05

SUTRISNO L

SIRAMAN RT 01 RW 05

DESA SIRAMAN
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. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | IMAM SUHADI L | SIRAMAN RT 01 RW 02
2. | BUDI SETIAWAN L | SIRAMAN RT 02 RW 02

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. { ZULI MASRUHAN L | SIRAMAN RT 02 RW 01
2. | MOH. JAINI L | SIRAMAN RT 02 RW 01

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | JOKO PURNOMO L | SIRAMAN RT 02 RW 03
2. | PITOYO L | SIRAMAN RT 02 RW 03

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | M MUJANI L | SIRAMAN RT 02 RW 04
2. | HAMAMI L | SIRAMAN RT 01 RW 04

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.

NAMA

L/P

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUDARMAJI 1 | CIMPLING
2. | SURANI L | CIMPLING
. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | TRIWANTO L | CIMPLING
2. | PONIRAN . | CIMPLING
. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)
ALAMAT




MOH. MAMBA’UDIN

BAMBANG RT 01 RW 02

GINO

BAMBANG RT 04 RW 02

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PRAYITNO L | BAMBANG RT 03 RW 02
2. | AHMADI L | BAMBANG RT 05 RW 02

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | KUSNADI 1 | BAMBANG RT 02 RW 01
2. | PURWANTO . | BAMBANG RT 01 RW 01

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | EKO SETYANTO L | KARANGSONO RT 02 RW 01
2. | AHMAD MAKI . | KARANGSONO RT 01 RW 01

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | EDI SLAMET . | BRONGKOS RT 01 RW 02
2. | SAMUDJI i, | BRONGKOS RT 01 RW 03

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUYONO L, | BRONGKOS RT 04 RW 03
2. | KUSNARI 1 | BRONGKOS RT 04 RW 01

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SLAMET BUDIONO L | BRONGKOS
2. | SUNARNO 1, | BRONGKOS




Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SURANI L, |BROBGECS
2. | SUKARDI L |BRONGKOS

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIRAMAN

ttd

(BAYU AJI NUROHMAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :

KABUPATEN BLITAR

776 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
TAPAKREJO KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara,;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Desa Tapakrejo Kecamatan
Kesamben Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
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2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
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Independen Pemilihan Blitar, dan Komisi Pemilihan
Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata  Kerja  Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
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KESATU

KEDUA
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(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAPAKREJO
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Desa Tapakrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga



ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA . Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAPAKREJO

ttd

( YENI ALFITRIA )

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
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SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 506/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X1/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAPAKREJO
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAPAKREJO
KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 001)

NO. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUTRISNO L | TAPAKREJO RT 001 RW 001
2 | TRIYANTO L | TAPAKREJO RT 004 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 002)

NO. NAMA L/P ALAMAT
1. JUWANTO L TAPAKREJO RT 003 RW 002
2. YULIANTOKO L TAPAKREJO RT 003 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 003)

NO.

NAMA

L/P ALAMAT

BOIDI S.

L | TAPAKREJO RT 004 RW 002

EDI SISWANTO

L | TAPAKREJO RT 002 RW 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 004)

NO. NAMA L/P ALAMAT
1. SUYADI L | MANGKUREJO RT 001 RW 002
2. SUKIMAN L | MANGKUREJO RT 002 RW 001
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E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 005)

NO. NAMA L/P ALAMAT
1. | KASTURI L | MANGKUREJO RT 002 RW 002
2. | JEMARI L | SUMBERMANGKU RT 002 RW 001

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 006)

NO. NAMA L/P ALAMAT
1. | KATIJO ‘ . | SUMBERMANGKU RT 001 RW 002
2. | SUSITO L | SUMBERMANGKU RT 002 RW 001

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAPAKREJO

ttd

( YENI ALFITRIA )

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

8pala, Sub Bagian Hukum,
@

\\

0



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
. KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 778/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI

KELURAHAN / DESA TEPAS KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Blitar, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah .terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang menytakan anggota Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan
diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas
nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten /Kota,;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa

Tepas Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati



Mengingat

1.

-2-

dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak
Lanjutan Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Blitar, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
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Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,
dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali



Memperhatikan :
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Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-
Kpt/01/KPU/X /2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia
Pemungitan Suara, Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tepas
Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan

Suara Desa Tepas Kecamatan Kesamben Nomor
13/PPS.BA/X/2020 Tanggal 21 Oktober 2020
Penetapan KPPS di di Desa Tepas Kecamatan
Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA TEPAS KECAMATAN
KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
TAHUN 2020.

Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara di Desa Tepas Kecamatan Kesamben
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada
Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan
Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat
Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -

undangan yang berlaku;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan
Serentak Lanjutan Tahun 2020,

Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November
2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
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KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEPAS

ttd

(ANTONI BAGUS SAPUTRO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
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SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 778/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEPAS
KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEPAS

DI KECAMATAN KESAMBEN

KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | NANANG SUPRIADI L | DAWUNG
2. | YUNAN L | TEPAS

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MUHTAROM L | DAWUNG
2. | HARIADI L | DAWUNG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | WINARTO L | DAWUNG
2. | SAIFUL ARIF L | DAWUNG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ABDUL HAMID L | TEPAS
2. | MUALI L | TEPAS

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MUHTAR SURAJI L | TEPAS
2. | FATKHUL MAJID L | TEPAS

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.

NAMA L/P ALAMAT

1.

RINTO L | TEPAS

.8

MASTUR L | TEPAS
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G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SIANTO L | TEPAS
2. | TRI CAHYONO L | TEPAS

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUTIK L | TEPAS
2. | ANDRIANTO L | TEPAS

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | KUDORI L | REMBANG
2. | SOLIKIN L | REMBANG

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No. NAMA L/ P ALAMAT
1. | SUKARMAN L | REMBANG
2. | KATEMAN L | REMBANG

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PONIDI L | SUMBERKALONG
2. | SOKIKUL DAROINI L | SUMBERKALONG

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEPAS

(ANTONI BAGUS SAPUTRO)
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




' SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 775/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA SUKOANYAR KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN

BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peratura Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemillhan @ Umum  Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan
Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang
Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara Kelurahan/Desa*) Sukoanyar Kecamatan
Kesamben Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan
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Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 981);



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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S. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan  Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA¥*)
SUKOANYAR KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Keterﬁban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) Sukoanyar Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun




2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SUKOANYAR,

ttd

(M. ZAKI MUBAROK)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR
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| SALINAN

[ DAY
LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 775/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X1/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA¥)
SUKOANYAR KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA*) SUKOANYAR DI KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT

1. | SUMALI L | DSN. SUKOANYAR RT/RW 04/01

2. | KATIYAN L | DSN. SUKOANYAR RT/RW 02/01
B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT

1. | SUPRIYANTO L | DSN. BANGUNREJO RT/RW 06/01

2. | SUPRIYONO L | DSN. BANGUNREJO RT/RW 02/01
C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT

1. | JANURI L | DSN. BANGUNREJO RT/RW 06/01

2. | PASIANTO L | DSN. BANGUNREJO RT/RW 05/01

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SUKOANYAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd
KABUPATEN BLITAR (M. ZAKI MUBAROK)
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 772/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA KEMIRIGEDE KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN

BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) Kemirigede
Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Mengingat
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Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi



-3-

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja  Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemillhan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA?%)
KEMIRIGEDE KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) Kemirigede Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga



-5-

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA . Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT . Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) KEMIRIGEDE,

ttd.
(HIRUL SETIAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 772/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA¥)
KEMIRIGEDE KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA*) KEMIRIGEDE DI KECAMATAN KESAMBEN

KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | Wito [, | Dusun Kemirigede Rt 02/ Rw 01
2. | Sujianto L | Dusun Kemirigede Rt 04/ Rw 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT

1. | Edi Santoso . | Dusun Kemirigede Rt 04 /Rw 02

2. | Didik Yulianto L Dusun Kemirigede Rt 04 /Rw 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT




C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | Haryadi L | Dusun Sumbersari Rt 04 /Rw 03
2. | Sumaji L | Dusun Sumbersari Rt 02 /Rw 03

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) KEMIRIGEDE,

ttd.

(HIRUL SETIAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
KRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




' SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 779 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

KESAMBEN KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Desa Kesamben Kecamatan
Kesamben Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun



Mengingat

1.

2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang



-3-

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum  Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Blitar, dan Komisi Pemilihan Umum
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok | Penyelenggara
Pemungutan Suara dalamm Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP. 06.4/Kpt/03/ KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KESAMBEN
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
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dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020 dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang — undangan;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020;

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KESAMBEN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya (RISKY ANDRE S§)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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LAMPIRAN

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR NOMOR:779/PP.04.2-
Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KESAMBEN
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

KECAMATAN KESAMBEN

TAHUN 2020
A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)
No. NAM A L/P ALAMAT
1. IDWI PRAMONO L KESAMBEN, RT/RW 002/001
2. |[SLAMET RIYADI L |KESAMBEN, RT/RW 003/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAM A L/P ALAMAT
1. |RUPH L [KESAMBEN, RT/RW 004/001
2. HARI ANANTA . [TUWUHREJO, RT/RW
001/002
C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)
No. NAM A L/P ALAMAT
1. HER1ANTO L. [TUWUHREJO, RT/RW
004 /005
2. MUAL1 SUGIATO . [TUWUHREJO, RT/RW
003/005
D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)
No. NAM A L/P ALAMAT
1. INURWAHID L KESAMBEN, RT/RW 003/003
2. |[FAHRUL ZAINI L [KESAMBEN, RT/RW 002/004




-

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAM A L/P ALAMAT
TUWUHREJO, RT/RW
1. SUKAR1 L 0017001
2. IMAHMUD . TUWUHREJO, RT/RW
003/005
F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6}
No. NAM A L/P ALAMAT
1. JUMANTO L [KESAMBEN, RT/RW 004/006
2. [TAUCHID SUDARMINTO | L [KESAMBEN, RT/RW 004/006
G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)
No. NAM A L/P ALAMAT
1. KARYANTO . IKESAMBEN, RT/RW 005/006
2. |sSUYOTO BENDU L [TUWUHREJO, RT/RW
001/003
H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)
No. NAM A L/P ALAMAT
1. |SUPRIADI L |KESAMBEN, RT/RW 001/008
5 IMESMANTO | KESAMBEN, RT/RW 002009

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No. NAM A L/P ALAMAT
1. [SYAMSIANTO . [KESAMBEN, RT/RW 001/009
2. M.RIDHO 1 [KESAMBEN, RT/RW 002/009

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No. NAM A L/P ALAMAT
1. WUMANTO L KESAMBEN, RT/RW 00/009
TUWUHREJO, RT/RW
2. SUKANTO L 0037005
K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)
No. NAM A L/P ALAMAT
TUWUHREJO, RT/RW
1. BADRI L 002 /002
TUWUHREJO, RT/RW
2. KEMAT L 003/002
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L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No. NAM A L/P ALAMAT
TUWUHREJO, RT/RW
1. SUYONO GAYON L 002/003
2. [PURWANTO L [TUWUHREJO, RT/RW
’ 002/003
M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)
No. NAM A L/P ALAMAT
TUWUHREJO, RT/RW
1. [SISWANTO L 003/003
5 MUJITO L TUWUHREJO, RT/RW
' 001/003
N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14
No. NAM A L/P ALAMAT
TUWUHREJO, RT/RW
1. |[KATIMIN L 003/004
TUWUHREJO, RT/RW
2. |SUNARTO/ATO L 004 /005

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No. NAM A L/P ALAMAT
TUWUHREJO, RT/RW
1. MULYONO L 002/005
TUWUHREJO, RT/RW
2. M. MAHMUDIN L 002/005

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KESAMBEN

TTD

( RISKY ANDRE §)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

- >



SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 773/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

PAGERGUNUNG KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat

Pemungutan Suara Desa Pagergunung Kecamatan



Mengingat

1.

-2-

Kesamben Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja  Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
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Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum  Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Blitar, dan Komisi Pemilihan Umum
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi  Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13



Menetapkan

KESATU
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Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam  Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemililhan Umum Nomor
66 /PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAGERGUNUNG
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten
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Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

KEDUA :  Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan = Tempat
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020 dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang — undangan;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020;

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAGERGUNUNG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya ( ANDI SANTOSO )

22 S % T KOMISI PEMILIHAN UMUM
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SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

PAGERGUNUNG KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PAGERGUNUNG KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PRAWOTO L | Dsn. Pagergunung Rt 002 Rw002
2. | MULYONO L | Dsn. Pagergunung Rt 001 Rw002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | DAMIN L | Dsn. Sebeng Rt 001 Rw 001
2. | SUSANTO L | Dsn. Sebeng Rt 003 Rw 002
C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SABAR L | Dsn. Sebeng Rt 002 Rw 003
2. | PURWANTO L | Dsn. Sebeng Rt 002 Rw 003
D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | NRIMAN L | Dsn Tambak Rt 001 Rw 001
2. | EKO DARMAII L | Dsn Tambak Rt 001 Rw 002
E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUSIANTO L | Dusun Pehlumbu Rt 003 Rw 001
2. | DADANG L | Dusun Pehlumbu Rt 001 Rw 001




F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PONIMIN L | Dusun Pehlumbu Rt 003 Rw 003
2. | MUJIONO L | Dusun Pehlumbu Rt 001 Rw 004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SAMSURI L | Dsn Sembung Rt 002 Rw 002
2. | SUTIKNO L | Dsn. Sebeng Rt 002 Rw 002

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | TUKIJAN Dsn Sembung Rt 001 Rw 003
2. | KANTIRAHAYU WIDODO Dsn Sembung Rt 002 Rw 004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | BAMBANG SULIANTO Dsn Sembung Rt 002 Rw 005
2. | EDI YANTO Dsn Sembung Rt 001 Rw 005

J.  Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | BUDIONO Dsn Sembung Rt 002 Rw 006
2. | ADI SUSANTO Dsn Sembung Rt 001 Rw 005

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAGERGUNUNG

ttd

( ANDI SANTOSO )
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 771/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
JUGO KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat

Pemungutan Suara Desa Jugo Kecamatan Kesamben



Mengingat

1.
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Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
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tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum  Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Blitar, dan Komisi Pemilihan Umum
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua . atas



Menetapkan

KESATU
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Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam  Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILI‘HAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JUGO
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA :  Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020 dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang — undangan;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020;

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JUGO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya ( SULIS TIONO )

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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LAMPIRAN

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT

PEMUNGUTAN SUARA DI

/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

DESA JUGO

KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL

BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JUGO
KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020
A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)
No. NAMA L/P ALAMAT
1 | YULIANTO L DSN. JUGO RT.001/RW.001 DESA
JUGO
> | GUNAWAN L DSN. JUGO RT.005/RW.001 DESA
JUGO
B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)
No. NAMA L/P ALAMAT
L | BADI TUKIMIN L DSN. JUGO RT.004/RW.001 DESA
JUGO
> | NURCHOLIS L DSN. JUGO RT.003/RW.002 DESA
JUGO
C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)
No. NAMA L/P ALAMAT
DSN. PLAMPANGAN RT.002/RW.001
1. | SUGIANTO L DESA JUGO
DSN. PLAMPANGAN RT.003/RW.001
2|8 : = DESA JUGO
D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)
No. NAMA L/P ALAMAT
DSN. PLAMPANGAN RT.002/RW.002
1. | SUPRIONO L DESA JUGO
DSN. PLAMPANGAN RT.004/RW.001
2. | THOMAS SUYATNO L DESA JUGO




E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
DSN. PLAMPANGAN RT.003/RW.003
I | KORI L DESA JUGO
DSN. PLAMPANGAN RT.005/RW.002
2. | MOH. ZAKARIA L DESA JUGO
F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)
No. NAMA L/P ALAMAT
| DSN. SANGGRAHAN RT.003/RW.001
1. | EDI SUBROTO L DESA JUGO
RJU DSN. SANGGRAHAN RT.002/RW.001
218 L DESA JUGO
G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)
No. NAMA L/P ALAMAT
. DSN. SANGGRAHAN RT.001/RW.002
1. [ RIYANTO L DESA JUGO
DSN. SANGGRAHAN RT.002/RW.002
2. | AHMAD JUNAEDI L' | DEsA JUGO
H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)
No. NAMA L/P ALAMAT
1 | ANJANG SISWANTO L DSN. SANAN RT.003/RW.001 DESA
JUGO
2 | MARWAN L DSN. SANAN RT.004/RW.001 DESA
JUGO
1. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)
No. NAMA L/P ALAMAT
1 | SUBANDI L DSN. SANAN RT.005/RW.001 DESA
JUGO
2 | MUNASIR L DSN. SANAN RT.002/RW.003 DESA
JUGO
J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)
No. NAMA L/P ALAMAT
L | ABDULAH L DSN. SANAN RT.001/RW.003 DESA
JUGO
2 | SUNARDI L DSN. SANAN RT.002/RW.002 DESA

JUGO




K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No. NAMA L/P ALAMAT
DSN. JAJAGAN RT 003/RW.001
1. | RIFA’I SYARIF L DESA PIAT 0
2 | SUNYARI L BEI;AJ?JQSAN RT.001/RW.001
L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)
No. NAMA L/P ALAMAT
DSN. N RT.004/RW.
1. | MUHAMMAD SYUKRON L D}SESAJ ?Jgg’“" /RW.002
2 | SUKAMTO L EEI;AJ?UJQSAN RT.001/RW.002

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JUGO

ttd

( SULIS TIONO)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




